
 

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INFORMASI
JABATAN DAN PENGUKURAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN NUNUKAN 
DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  tertib  administrasi  dan  fleksibilitas
terhadap  dinamika  kepagawaian  maka  Peraturan  Bupati
tentang  Penetapan  Informasi  Jabatan  dan  Pengkuruan
Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
dan  Kelas  Jabatan  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Nunukan perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf
a perlu menetapkan Peraturan Bupati  tentang  Pencabutan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Informasi Jabatan dan
Pengukuran  Beban  Kerja  Di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten  Nunukan  dan  Kelas  Jabatan  Di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negera  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  47  Tahun  1999  tentang
Pembentukan  Kabupaten  Nunukan,  Kabupaten  Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  3896)  sebagaiman  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  74,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
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3. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2012  tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  229,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur
Sipil  Negara  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia 5587)  sebagaimana telah beberapa kali
diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang
Perangkat  Daerah,  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tetang
Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun
2016  tentang  Perangkat  Daerah  (Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11
Tahun  2017  tentang  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri
Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
Nomor 68); 

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  tentang
Manajemen  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6264);

9. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nunukan  Nomor  10  Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor
10);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI  NUNUKAN TENTANG  PENETAPAN  INFORMASI
JABATAN  DAN  PENGUKURAN  BEBAN  KERJA  DI
LINGKUNGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN  NUNUKAN  DAN
KELAS  JABATAN  DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
a. Peraturan  Bupati  Nunukan  Nomor  46  Tahun  2020  tentang  Informasi

Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
(Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 46); dan 

b. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2020 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI NUNUKAN,

            ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

                ttd

 SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum,

HASRUNI, S.H., M.AP
NIP. 19710608 200212 1 007
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